BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemberian kurikulum
khusus bagi penyandang disabilitas khusunya penyandang tunarungu pada
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 Tentang
Kurikulum Pendidikan Khusus, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan.
Kesimpulan-kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 tahun 2014
tentang Kurikulum Pendidikan Khusus sebagai sarana bagi penyandang
disabilitas termasuk penyandang tuna rungu dalam memperoleh hak
pendidikan, menurut penulis masih belum sesuai dengan maksud Undang-
undang lain nya yang menginginkan pendidikan yang layak bagi seluruh
warga negara Indonesia. Walaupun ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak mengandung pasal-pasal yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berada di
atasnya, namun menurut penulis Peraturan Menteri ini masih belum dapat
menjalankan amanat dari Undang-undang yang berada di atasnya sebagai
jaminan untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak khusunya bagi
penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu karena masih
terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan mengenai pemberian kurikulum
dalam pendidikan khusus ini.

2. Dalam Peraturan Menteri tersebut salah satu syarat mereka yang
mendapatkan kurikulum khusus adalah adanya “hambatan komunikasi dan
interasksi”. Hal ini menyebabkan para penyandang tunarungu pada
Pendidikan Khusus akan menerima kurikulum khusus yang mana
kurikulumnya disetarakan sampai dengan kelas VI Sekolah Dasar. Padahal
penyandang tunarungu tidak selalu diiikuti dengan hambatan atau

gangguan intelektual sehingga penyetaraan seperti ini dianggap masih
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tidak sesuai. Ditambah lagi tidak ada penjelasan dalam Peraturan Menteri
tersebut seperti apa “hambatan komunikasi dan interkasi” tersebut dan
mengapa penyetaraan tersebut jauh lebih rendah dari kurikulum reguler.
Hal ini lah yang penulis rasa peraturan ini dari segi Hak asasi Manusia
masih tidak sesuai dan ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut masih
mendiskriminasi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu

dalam memenuhi hak pendidikan khususnya pendidikan yang layak.

B. Saran
Adapun saran-saran dari penulis mengenai pemasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Perlunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tonggak
penyelenggaraan penndidikan hak Indonesia membentuk suatu aturan
khusus mengenai Pendidikan bagi penyandang disabilitas termasuk
penyandang tunarungu yang lebih menyeluruh dan lebih jelas sehingga
penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas khususnya disini
penyandang tunarungu lebih terjamin dalam mendapatkan pendidikan
yang layak.

2. Dalam pengaturan mengenai kurikulum pendidikan khusus bagi
penyandang disabilitas termasuk penyandang tunarungu harus diatur
secara jelas muatan apa saja yang terdapat di dalamnya, karena sampai
saat ini belum ada pengaturan mengenai hal tersebut dan pelaksanaan
kurikulum masih bergantung pada masing-masing sekolah sehingga
diperlukan peraturan yang dapat menjamin bahwa pendidikan bagi
penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu ini terjamin
disetiap lembaga pendidikan.

3. Perlunya sosialisasi dan penelitian mengenai kemampuan seorang
penyandang disabilitas termasuk penyandang tunarungu dalam
pertimbangan pembuatan ketentuan dalam pengaturan pendidikan tersebut

sehingga mereka dapat menikmati pendidikan yang sesuai kemampuannya
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dan tidak menjadi suatu tindakan yang dapat mendiskriminasi dalam

memenuhi hak pendidikannya.
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